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ABSTRAK

Syarat pengajuan kepailitan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 37 Tahun
2004 hanya mengisyaratkan adanya 2 kreditor atau lebih dah utang yang telah
jatuh tempo serta dapat ditagih. Selain itu syarat tersebut wajib dibuktikan secara
sederhana. Lahirnya lembaga baru dengan nama Lembaga Pengelola Investasi
(LPI) merupakan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang No. 11 Tahun
2020 dan bertanggung jawab terhadap Presiden memiliki aturan jika mengajukan
pailit terhadap lembaga ini harus dibuktikan dalam kondisi insolven melalui tes
insolvensi. Kekayaan LPI juga termasuk kedalam Kekayaan Negara yang
Dipisahkan. Sebagai lembaga sui generis, LPI memiliki independensi yang kuat
serta manajemen profesional, hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan
investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, LPI berfungsi untuk
mengelola investasi dan bertugas untuk merencanakan, menyelenggarakan,
mengawasi, mengendalikan, hingga mengevaluasi investasi. Kewenangan yang
dimiliki antara lain melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan,
menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain
termasuk entitas dan perwalian (trust fund), menentukan calon mitra investasi,
memberikan dan menerima pinjaman, dan/atau menatausahakan aset.

Kata kunci: Kepailitan, Tes Insolvensi, Lembaga Pengelola Investasi
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ABSTRACT

The requirements for filing for bankruptcy in Indonesia according to Law No. 37
of 2004 only implies the existence of 2 or more creditors and debts that have
matured and can be collected. In addition, these conditions must be proven
simply. The birth of a new institution with the name Investment Management
Institution (LPI) is an institution established through Law no. 11 of 2020 and
being responsible to the President has a rule that if you file for bankruptcy
against this institution, it must be proven in an insolvency condition through an
insolvency test. LPI wealth is also included in the Segregated State Wealth. As a
sui genmeris institution, LPI has strong independence and professional
management, it aims to maximize investors who want to invest in Indonesia. In
accordance with Government Regulation Number 74 of 2020 concerning
Investment Management Institutions, LPI functions to manage investments and
oversees planning, organizing, supervising, controlling, and evaluating
investments. The authority has, among others, placing funds in financial
instruments, carrying out asset management activities, cooperating with other
parties including entities and trust funds, determining potential investment
partners, providing and receiving loans, and/or managing assets

Keywords: Bankrupty, Insolvency Test, Indonesia Investment Authority
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